
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR ̂  TAHUN2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

daerah Kabupaten Barru yang perkembangannya tidak

sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka

dipandang perlu menetapkan Perubahan RenCana Keija

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tgihun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan

Peraturan Bupati Barru Nomor IS Tahun 2017 tentang

Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun

2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575) ;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahim 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 136);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, Dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2

Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2010 Nomor 252; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barm Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Barm (Lembaran Daerah Kabupaten Barm

Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barm Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barm Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Barm Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barm Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barm Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barm Nomor 4 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran

Daerah Kabupaten Barm Tahun 2012 Nomor 04);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barm Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Barm Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barm Tahun 2011 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barm Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barm Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barm Nomor 37);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barm Nomor 14 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barm Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barm Tahun 2017 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barm Nomor 19 Tahun 2017

tentang Pen3aisunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah (Musrenbang) (Lembaran Daerah Kabupaten Barm



Tahun 2017 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor 13);

24. Peraturan Bupati Barru Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Keija Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN

BUPATI BARRU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

BARRU TAHUN 2018.

Pasal I

Mengubah Lampiran Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Bgirru Tahun 2018 (Berita

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 18) sehingga pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

(1) RKPD Kabupaten Barru Tahun 2018 dimulai pelaksanaannya pada

tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(2) RKPD Kabupaten Barru Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2  tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

(1) Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Keija

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018,

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan^al diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pac^ tanggal Juli 2018

kTI BARRU,.i

1SALEH

Diundangkan di Barru

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR


